





A. Latar Belakang Masalah 
Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan yang mendasar bagi 
seluruh manusia. dengan adanya pendidikan harkat derajat manusia pun ikut 
terangkat karena Pendidikan memberikan sebuah akses kepada Individu 
untuk berfikir secara luas dan kritis. sebuah Lembaga diperuntukan untuk 
memeperoleh pendidikan atau biasa kita kenal dengan sekolah, dimana ada 
sebuah jenjang didalamnya dari mulai dasar (SD), menengah pertama (SMP), 
menengah atas (SMA), serta jenjang paling Tinggi yang disebut Perguruan 
Tinggi. Pendidikan merupakan fondasi utama untuk membangun peradaban 
suatu bangsa. Tanpa adanya pendidikan maka suatu negara akan semakin 
tertinggal oleh perkembangan zaman yang tidak bisa dihindari lagi, dengan 
mulai terbukanya informasi yang tanpa batas atau yang dinamakan dengan 
globalisasi, tuntutan akan pemahaman ilmu serta penguasaan teknologi sudah 
menjadi kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi. Dinyatakan oleh 
Shively (1993:29) bahwa pendidikan merupakan bentuk pelayanan 
pemerintah yang paling mendasar yang sekaligus persyaratan  untuk 
pengembangan perekonomian negara pada skala makro  Dengan demikian, 
peningkatan kualitas suatu negara akan sangat ditentukan oleh kualitas 
sumber daya manusia yang tersedia. Oleh karena itu, negara dalam hal ini 
pemerintah berusaha agar pendidikan di Indonesia semakin maju dan bermutu 
sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas.  
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Kontribusi pendidikan yang begitu besar terhadap perkembangan 
manusia kemudian menarik perhatian seluruh bangsa. Sehingga di tahun1990 
UNESCO , Bank Dunia serta 115 negara dan 150 organisasi menandatangani 
sebuah kesepakatan program untuk bersama membentuk kualitas pendidikan 
di seluruh dunia membaik atau yang disebut dengan Education For All 
(EFA). Indonesia merupakan salah satu Negara yang ikut mendatangi 
kesepakatan tersebut sehingga membentuk sebuah komitmen untuk 
memperhatikan betul tentang pentingnya akan suatu pendidikan sehingga hal 
tersebut tertuang didalam sebuah UU 20 tahun 2003 tentang sistem 
pendidikan nasional sebagaimana yang tertuang pada pasal 34 ayat 2. 
Kemudian, pemerintah mencanangkan Wajib belajar 9 tahun kepada seluruh 
masyarakat Indonesia dan itu hanya setara dengan tingkat Sekolah menengah 
pertama (SMP).  
Pada era modern, seseorang yang hanya mengantongi ijazah SMP 
dinilai masih kurang memiliki kompetensi sehingga sebagian orang 
melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Berlangga dkk (2016) 
menyebutkan bahwa pendidikan tinggi merupakan salah satu cara untuk 
meningkatkan derajat sosial. Namun hal tersebut tidaklah murah terutama 
untuk melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Menteri Riset dan Pendidikan 
Tinggi (Menristek Dikti) Mohamad Nasir menyebutkan pada tahun  2015 
hanya sekitar 33,66 % dari lulusan SMA yang melanjutkan ke perguruan 
tinggi. Angka tersebut masih terbilang jauh jika dibandingkan dengan 
Malaysia (60%) dan Singapura (90%) maka tidak heran jika kedua negara 
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tersebut memiliki Indeks Pembangunan Manusia (Human Development 
Index) jauh lebih baik ketimbang Indonesia (www.antarabanten.com). 
Kemudian Mohammad Nasir dalam kesempatan lain mengatakan 
bahwa sebetulnya banyak masyarakat yang miskin memiliki kecerdasan 
hanya sayangnya sulitnya akses untuk menuju ke perguruan  tinggi membuat 
sebagian tidak mampu untuk bisa menikmati bangku perkuliahan 
(news.okezone.com).  Atas dasar permasalahan tersebut, pemerintah 
mengeluarkan sebuah peraturan tentang pemberian dana bantuan bagi para 
calon mahasiswa berpotensi namun terkendala ekonomi. Hal ini tertuang 
didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional, Bab V pasal 12 (1.c), menyebutkan bahwa 
setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan 
beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya kurang mampu membiayai 
pendidikannya. Pasal 12 (1.d), menyebutkan bahwa setiap peserta didik pada 
setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka 
yang orang tuanya kurang mampu membiayai pendidikannya. Kemudian 
melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2008 
tentang Pendanaan Pendidikan, Bagian Kelima, Pasal 27 ayat (1), 
menyebutkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai 
kewenangannya memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa kepada 
peserta didik yang orang tua atau walinya kurang mampu membiayai 
pendidikannya. Pasal 27 ayat (2), menyebutkan bahwa Pemerintah dan 
pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberi beasiswa 
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kepada peserta didik yang berprestasi. Dan pada Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan, Bab VI, 
Pasal 46 ayat (2), menyebutkan bahwa Badan Hukum Pendidikan wajib 
mengalokasikan beasiswa atau bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik 
Warga Negara Indonesia yang kurang mampu secara ekonomi dan atau 
peserta didik yang memiliki potensi akademik tinggi paling sedikit 20% (dua 
puluh persen) dari jumlah seluruh peserta didik. 
Direktorat Jendral Pendidikan tinggi (Ditjen-PT) pada tahun 2009 
didalam pedoman pelaksana Bidikmisi tahun 2015  menyebutkan bahwa dana 
bantuan tersebut belum bisa mencukupi biaya pendidikan dan biaya hidup 
mahasiswa sehingga belum menjamin keberlangsungan studi mahasiswa 
hingga selesai. Mengacu pada hal tersebut, Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan melalui Ditjen-PT meluncurkan Program Bantuan Biaya 
Pendidikan Bidikmisi yaitu bantuan biaya pendidikan bagi calon mahasiswa 
tidak mampu secara ekonomi dan memiliki potensi akademik baik untuk 
menempuh pendidikan di perguruan tinggi pada program studi unggulan 
sampai lulus tepat waktu.  Peraturan perundang-undangan yang dijadikan 
landasan dalam pemberian bantuan biaya pendidikan adalah: 
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 
tentang Sistem Pendidikan Nasional. 
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 
tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 76 (1), menyebutkan bahwa 
Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Perguruan Tinggi 
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berkewajiban memenuhi hak Mahasiswa yang tidak mampu secara 
ekonomi untuk dapat menyelesaikan studinya sesuai dengan 
peraturan akademik. Pasal (2) menyebutkan bahwa pemenuhan hak 
Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 
cara memberikan: (a) beasiswa kepada Mahasiswa berprestasi, (b) 
bantuan atau membebaskan biaya Pendidikan; 
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2008 
tentang Pendanaan Pendidikan. 
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 
2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 96 Tahun 










Program tersebut baru dilaksanakan di tahun 2010 dan diberikan kepada 
18.120 mahasiswa terpilih dari 104 Perguruan Tingggi Negeri (PTN) di 
seluruh indonesia. Berikut ini adalah kuota penerima Bidikmisi dari tahun 
2010 sampai 2015 : 
Tabel 1.1  
Kuota Beasiswa Bidikmisi tahun 2010-2015 
 
 
 Sumber : http://belmawa.ristekdikti.go.id/kemahasiswaan/ 
 
Dari data diatas dapat diketahui bahwa tiap tahunnya pemerinah selalu 
menambah kuota penerima Bidikmisi yang tersebar di seluruh perguan tinggi 
negeri dan beberapa perguruan tinggi swasta terpilih. Kemudian agar 
pelaksanaan tersebut betul-betul berjalan sesuai dengan tujuan umum 
program Bidikmisi yaitu mengajak mahasiswa kurang mampu namun 
memiliki potensi untuk bisa melanjutkan pendidikannya ke jenjang 
universias, maka pemerintah mengeluarkan sebuah pedoman pelaksana yang 
didalamnya memuat sebuah prinsip yang menjadi sebuah tujuan yang lebih 
spesifik bagi para pelaksana program. Prinsip tersebut sebagai mana tertuang 
dialam pedoman penyelenggaraan Bidikmisi pada Bab V tentang Monitoring 
dan Evaluasi, sub bab B disebut 3-T yang berarti tepat sasaran, tepat waktu, 
tepat jumlah adapun penjelasnnya sebagai berikut : 
No Tahun Jumlah 
1 2010 18.120 
2 2011 27.175 
3 2012 43.871 
4 2013 62.194 
5 2014 64.731 




a. Tepat Sasaran; artinya beasiswa telah disalurkan kepada 
mahasiswa yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan 
dalam pedoman dengan menyebutkan jumlah mahasiswa. 
b. Tepat Jumlah; artinya jumlah mahasiswa penerima beasiswa harus 
sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Apabila  jumlah 
mahasiswa penerima beasiswa kurang dari yang telah ditetapkan, 
maka perguruan tinggi wajib melaporkan ke Ditjen. 
c. Tepat Waktu; artinya beasiswa telah disalurkan kepada mahasiswa 
sesuai dengan waktu sebagaimana diatur dalam mekanisme 
penyaluran dana. 
Dalam program Bidikmisi mahasiswa akan diberikan dana bantuan 
sebesar Rp. 6.000.000/Semester dengan rincian penggunaan dana tersebut 
adalah Rp. 2.400.000 digunakan sebagai biaya pendidikan dan Rp.3.600.000 
digunakan sebagai biaya hidup. Dana tersebut akan diberikan kepada 
mahasiswa yang memiliki potensi namun terkendala masalah ekonomi 
sehingga ia tidak mampu untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang 
lebih tinggi (Pedoman pelaksana Bidikmisi tahun 2015:9). 
Universitas Sebelas Maret (UNS) merupakan salah satu universitas di 
Indonesia yang menyelenggarakan program Bidikmisi Setiap tahunnya. Pada 
tahun 2015 sesuai dengan SK Rektor UNS Nomor 9092/UN27/HK/2015 
sebanyak 1275 mahasiswa angkatan 2015 memperoleh dana bantuan 
beasiswa Bidikmisi.   Jumlah peserta Bidikmisi sejak tahun 2010 hingga 2015 




Jumlah Penerima Bidikmisi di Universitas Sebelas Maret dalam kurung 
waktu 2010-2015 
NO Tahun Jumlah 
1 2010 354 
2 2011 700 
3 2012 1.020 
4 2013 1.320 
5 2014 1.316 
6 2015 1.275 
TOTAL 5.989 
Sumber : Kesma, Biro Kemahasiswaan UNS 
Dari tabel diatas disebutkan bahwa total penerima Bidikmisi di UNS 
dalam kurun waktu  2010-2015 sebanyak  5.989 Mahasiswa/i.  Sementara 
dari jumlah penerima Bidikmisi  dalam kurun waktu yang sama, secara 
nasional menurut laporan Kemenristek dalam laporan penyelenggeraan 
Bidikmisi telah memberikan bantuan dana pendidikan kepada 281.091 
mahasiswa/i jumlah yang tidak sedikit  namun selama kurun waktu tersebut 
apakah program Bidikmisi berjalan sebagaimana mestinya?  
Implementasi kebijakan merupakan salah satu tahap yang paling 
penting didalam proses kebijakan publik. Kebijakan akan menuai hasil 
apabila dilakukan sebuah tindakan atau yang disebut dengan Implementasi. 
Ripley dan Franklin (1986) dalam Indiahono (2009:40) mengatakan bahwa 
untuk mendukung keberhasilan  implementasi kebijakan perlu  didasarkan  
pada tiga aspek, yaitu: 1) tingkat  kepatuhan birokrasi terhadap birokrasi di  
9 
 
atasnya atau tingkatan birokrasi, sebagaimana diatur dalam undang-undang,  
2) adanya kelancaran rutinitas dan tidak adanya masalah; serta  3) 
pelaksanaan dan dampak (manfaat) yang dikehendaki dari semua program 
terarah. Oleh karena itu, implementasi menjadi peran penting didalam 
pelaksanaan Bidikmisi. 
Program Bidikmisi telah menetapkan 3T sebagai acuan dalam 
keberhasilan implementasi Program. Namun, dalam pelaksanaanya 
disejumlah perguruan tinggi ditemukan sebuah pelanggaran seperti dalam 
penelitian yang dilakukan oleh Idea Suciata pada  tahun 2013, menemukan 
bahwa sebanyak 115 mahasiswa penerima Bidikmisi angkat 2010-2012 
Universitas Padjajaran memiliki Indeks Prestasi Kumulatif yang tidak sesuai 
dengan Standar hal ini dikarenakan ketidak siapan mereka yang kemudian 
tidak aktif didalam perkuliahan dan memilih untuk bekerja diluar, 
Lalu, penelitian yang dilakukan oleh Desandi pada tahun 2015 
menyebutkan bahwa sekitar 60,7% mahasiswa penerima Bidikmisi 
Universitas Tanjungpura Pontianak angkatan 2010 melebihi masa studinya, 
hal ini dikarenakan banyak fasilitas dalam menunjang kegiatan akademik 
masih dirasa kurang sehingga banyak mahasiswa yang kemudian kesulitan 
dalam mengejar target untuk lulus tepat pada waktunya.  
Permasalahan diatas bisa dipahami bahwa dalam proses implementasi 
program Bidikmisi tidak berjalan sebagaimana mestinya dikarenakan ada 
faktor penghambat sehingga dalam pelaksanaan program bidikmisi di 
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universitas yang disebutkan diatas tidak sepenuhnya berjalan dengan baik. 
Masih adanya mahasiswa yang tidak lulus secara tepat waktu juga di alami 
UNS. seperti di ungkapkan oleh Prof. Dr.Ir. Darsono, M.si yang dilansir dari 
media Solopost.com  menyebutkan bahwa sebanyak 73 mahasiswa penerima 
Bidikmisi angkatan 2010 dan 371 mahasiswa Bidikmisi angkatan 2011 tidak 
lulus secara tepat waktu . Kemudian apa yang menyebabkan hal tersebut bisa 
terjadi? Pertanyaan tersebut kemudian mendorong peneliti untuk melakukan 
Evaluasi Implementasi program beasiswa Bidikmisi di Universitas 
Sebelas Maret dari Tahun 2010 hingga 2015. 
B. Perumusan Masalah 
  Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang di kemukanan diatas 
maka masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah : 
1. Bagaimana implementasi program Bidikmisi di Universitas Sebelas 
Maret dari tahun 2010 hingga 2015 ? 
2. Apakah birokrat melaksanakan tugasnya sesuai dengan petunjuk teknis 
pelaksanaan program ? 
3.  Faktor-Faktor apa saja yang menghambat dalam implementasi program 








C. Tujuan Penelitian  
 Bertolak dari urian latar belakang dan rumusan peremasalahan di atas, 
maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Untuk melakukan evaluasi implementasi program Bidikmisi di 
Universitas Sebelas Maret 
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat dalam implementasi 
program Bidikmisi di Universitas Sebelas Maret 
 
D. Manfaat Penelitian 
 Adapun manfaat yang nantinya bisa diambil dari skirpsi ini adalah sebagai 
berikut : 
1. Dapat menambah wawasan dan pemahaman lebih baik lagi tentang 
berbagai hal yang berkaitan dengan Implementasi program Bidikmisi di 
Universitas Sebelas Maret. 
2. Dapat dijadikan masukan dan sumbangan pemikiran yang positif bagi 
Universitas Sebelas Maret, khususnya Badan yang mengelola terkait 
Bidikmisi. 
3. Bermanfaat bagi pengembangan ilmu khususnya berkaitan dengan studi 
implementasi kebijakan. 
 
